
a. bahwa ketentuan mengenai tambahan penghasilan Pegawai 
Aparatur Sipil Negara telah ditetapkan dengan Peraturan 
Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tambahan 
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur 
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang 
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemerin tah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu 
dilakukan penyesuaian dan penataan kembali; 

b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dilakukan 
sehubungan dengan penggunaan Aplikasi Kinerja Pegawai 
(e-Kinerja) yang berdampak pada pengurangan pembayaran 
Tambahan Penghasilan Pegawai bagi pegawai Aparatur Sipil 
Negara yang tidak melaporkan kinerja bulanan dan/ a tau 
mendapat predikat kinerja cukup/butuh perbaikan, 
predikat kinerja kurang, dan predikat kinerja sangat kurang; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan 
Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tambahan 
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR 11 TAHUN 2024 

TENT ANG 

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 80
TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR 

SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! 
NUSA TENGGARA BARAT 

TAHUN 2024 
BERITA DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR 11 



Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUSAHAN KELIMA 
ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 80 TAHUN 2020 
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR 
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! 
NUSA TENGGARA BARAT. 

MEMUTUSKAN: 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6841); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi 
Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6809); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6897); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 
tentang Perubahn Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 tentang 
Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah 
dan di Luar Instansi Pemerintah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1225); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

10. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2024 tentang 
Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 
(Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 
Nomor 2); 



Pasal 12 

(1) Pengurangan pernbayaran TPP diberlakukan bagi pegawai ASN 
apabila: 

a. tidak apel pagi, tidak rnasuk kerja, pegawai yang terlambat 
rnasuk kerja, pegawai yang pulang kerja sebelurn waktunya 
pada bulan berjalan; 

b. rnenerirna gratifikasi; 

c. tidak rnengisi laporan kinerja bulanan pada Aplikasi Kinerja 
Pegawai (e-Kinerja), rnendapat predikat kinerja cukup/ 
butuh perbaikan, predikat kinerja kurang dan predikat 
kinerja sangat kurang; dan 

d. Pejabat Penilai Kinerja tidak melakukan evaluasi sesuai 
dengan batas waktu yang telah ditentukan. 

(2) Pengurangan TPP sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf b 
dilakukan selarna 3 (tiga} bulan sebesar 50% (lirna puluh 
persen} berdasarkan hasil perneriksaan dan/ atau rekomendasi 
dari Inspektorat. 

(3) Pengurangan TPP sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
dilakukan sesuai dengan besaran persentase hasil konversi 
capaian predikat kinerja ASN rnelalui Aplikasi Kinerja Pegawai 
(e-Kinerja). 

(4) Pengurangan pernbayaran TPP bagi pegawai ASN sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubemur. 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 12 dalam Peraturan Gubernur Nomor 80 
Tahun 2020 tentang Tarnbahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil 
Negara di Lingkungan Pernerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 
(Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 80) 
yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur: 

a. Nornor 13 Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Tahun 2022 Nornor 13); 

b. Nornor 85 Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Tahun 2022 Nornor 85); 

c. Nornor 108 Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Tahun 2022 Norn or 108); 

d. Nornor 4 Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Baral 
Tahun 2023 Nornor 4); 

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 


